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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di samping menunaikan ibadah haji, setiap warga negara Indonesia 

yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu 

dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Ibadah umrah juga 

dianjurkan bagi mereka yang telah menunaikan kewajiban ibadah haji. Karena 

minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah sangat tinggi, perlu 

pengaturan agar masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman 

dan baik serta terlindungi kepentingannya. Pengaturan tersebut meliputi 

pembinaan, pelayanan administrasi, pengawasan kepada penyelenggara 

perjalanan ibadah umrah, dan perlindungan terhadap jemaah umrah.
1
 

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji “Ibadah Umrah adalah umrah yang 

dilaksanakan di luar musim haji”. Selanjutnya Pasal 43 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menerangkan 

bahwa  

(1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau 

rombongan melalui penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah. 

(2) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah 

dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri. 

                                                 
1
 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Penjelasan 

Umum. 
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Regulasi yang lebih teknis tentang penyelenggaraan ibadah umrah 

diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Di dalam 

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agama tersebut dijelaskan bahwa 

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU 

adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk 

menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. Dengan demikian, maka untuk 

dapat dikatakan sebagai PPIU harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari 

Menteri Agama Republik Indonesia.  

Biro perjalanan umroh adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau 

jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh. Biro perjalanan umroh 

merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umroh. Keberadaan 

biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

yang diinginkan. Biro perjalanan umroh memberikan jasa dengan tanggung 

jawab penuh terjadap pengguna jasa sehingga memberi perlindungan penuh 

terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan.2 

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sensus 2015 

adalah 35.557.249 jiwa
3
 dengan jumlah penduduk yang beragama Islam 

                                                 
2
 Zaenul Arifin, Sri Endah Wahyuningsih, Sri Kusriyah, Proses Penegakan Hukum Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh 

Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang), Jurnal 

Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 778 
3
 https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah#Penduduk, Diakses pada 21 Agustus 2018, pukul 

21.00 WITA 
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sebanyak 34.235.239 jiwa.
4
 Dengan melihat besarnya jumlah penduduk 

muslim tersebut, maka besar juga potensi penduduknya untuk melakukan 

ivadah umrah. Menurut data dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa 

Tengan bahwa setiap tahun di Jawa Tengah terdapat masyarakat yang 

menyelenggarakan umrah sebaganyak 40.000 pertahun.
5
 

Melihat pada besarnya minat masyarakat Jawa Tengah untuk 

menyelenggarakan umrah, maka hal itu diiringi dengan banyak berdirinya 

biro-biro perjalanan ibadah umrah baik yang legal maupun yang illegal. 

Untuk yang legal berdasarkan data dari Kementerian Agama di Jawa Tengah 

terdaftar 72 PPIU yang terdiri dari 24 biro yang mendaftar di Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (yang bersifat lokal) dan 48 biro 

yang terdaftar di Kementerian Agama Pusat namun membuka kantor 

cabangnya di Jawa Tengah. 

Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Jo Pasal 4 Peraturan 

Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan 

Ibadah Umrah bahwa penyelenggaraan ibadah umrah itu selain dilakukan 

oleh pemerintah, dapat juga dilakukan oleh swasta. Penyelenggaraan ibadah 

umroh khususnya yang dilaksanakan oleh pihak swasta banyak menuai 

                                                 
4
 https://jateng.bps.go.id/statictable/2016/08/19/1272/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-

dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-tengah-2015.html, Diakses pada 21 Agustus 2018, pukul 

21.00 WITA 
5
 http://jateng.tribunnews.com/2017/06/14/dalam-setahun-baru-40-ribu-warga-jateng-beribadah-

umrah, Diakses pada 21 Agustus 2018, pukul 21.00 WITA 
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permasalahan, salah satunya yaitu gagalnya pemberangkatan calon jamaah 

umroh, yang menimbulkan kerugian bagi para calon jamaah umroh. 

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di 

masyarakat yaitu penipuan, dan penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana 

tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana 

cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga 

seseorang dapat meyakinkan orang lain. Tindak pidana penipuan merupakan 

salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang 

untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat 

umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena 

itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu 

termasuk “materieel delict” artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi 

akibat.
6
 

Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 

KUHP, yaitu:  

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat 

palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya,atau 

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena 

penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” 

 

Salah satu kasus penipuan yang menjadi pemberitaan hangat di 

tahun 2017 yaitu penipuan Haji dan Umroh, di antaranya adalah kasus 

penipuan jemaah umroh oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh First Travel 

yang kasusnya ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri dengan jumlah korban 

                                                 
6
 Tri Andrisman . Delik Tertentu dalam KUHP. Unila, Bandar Lampung, 2011, hlm.176 
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yang mencapai ribuan calon jemaah.
7
 Selain First Travel, masih di tahun 

2017, di Jawa Tengah Biro Perjalanan Haji dan Umroh Raihlah Alatas Wisata 

(RAW) juga tersangkut kasus yang sama yaitu penipuan calon jemaah umroh 

yang kerugiannya ditaksir sekitar 500 juta rupiah.
8
 Kasus yang terjadi pada 

Biro Perjalanan Haji dan Umroh First Travel dan Biro Perjalanan Haji dan 

Umroh Raihlah Alatas Wisata (RAW) tersebut menambah daftar kasus 

penipuan dengan modus penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia. 

Jauh sebelum terjadi kasus penipuan yang dilakukan oleh Biro 

Perjalanan Haji dan Umroh First Travel dan Raihlah Alatas Wisata, pada 

tahun 2013 sebenarnya kasus yang sama pernah terjadi di Jawa Tengah, yaitu 

kasus penipuan jemaah umroh oleh CV Iqro Management. Kasus yang 

menyeret biro jasa ini sebenarnya tidak hanya terkait penyelenggaraan umroh 

saja, namun juga terkait dengan investasi di bidang transportasi dan 

kemitraan SPBU.
9
 Namun yang menarik disini adalah, kasus yang 

menyangkut tentang penipuan jemaah umroh oleh CV Iqro Management, 

hanya didakwa dengan pasal penipuan yang ada di KUHP saja yaitu  Pasal 

378 Jo Pasal 65 (1) KUHP karena melakukan penipuan berkelanjutan 

terhadap nasabahnya.
10

 Kita ketahui bersama bahwa di negara kita menganut 

Asas lex specialis derogat legi generali, di mana asas penafsiran hukum yang 

                                                 
7
http://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/13271981/korbanfirsttravelyangbelumdiberangkatka

n-sebanyak-58.682-orang, Diakses 4 Desember 2017,  pukul 18.00 WIB. 
8
https://news.detik.com/berita/d-3406737/dicatut-penipu-direktur-biro-haji-dan-umrah-ini-rugi-rp-

500-juta, Diakses 4 Desember 2017,  pukul 18.00 WIB. 
9
https://www.kompasiana.com/nugroho_sbm/lagi-penipuan-bisnis-berbau-islami-kasus-iqro-

management-semarang_552ae92cf17e61f352d623aa, Diakses 4 Desember 2017, pukul 18.00WIB. 
10

https://news.detik.com/jawatengah/2661577/tipu-puluhan-jemaah-umroh-direktur-cv-

iqrodivonis-25-tahun-, Diakses 4 Desember 2017, pukul 18.10 WIB. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/13271981/korbanfirsttravelyangbelumdiberangkatkan-sebanyak-58.682-orang
http://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/13271981/korbanfirsttravelyangbelumdiberangkatkan-sebanyak-58.682-orang
https://news.detik.com/berita/d-3406737/dicatut-penipu-direktur-biro-haji-dan-umrah-ini-rugi-rp-500-juta
https://news.detik.com/berita/d-3406737/dicatut-penipu-direktur-biro-haji-dan-umrah-ini-rugi-rp-500-juta
https://www.kompasiana.com/nugroho_sbm/lagi-penipuan-bisnis-berbau-islami-kasus-iqro-management-semarang_552ae92cf17e61f352d623aa
https://www.kompasiana.com/nugroho_sbm/lagi-penipuan-bisnis-berbau-islami-kasus-iqro-management-semarang_552ae92cf17e61f352d623aa
https://news.detik.com/jawatengah/2661577/tipu-puluhan-jemaah-umroh-direktur-cv-iqrodivonis-25-tahun-
https://news.detik.com/jawatengah/2661577/tipu-puluhan-jemaah-umroh-direktur-cv-iqrodivonis-25-tahun-
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menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) 

mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
11

 

Penyelanggaran ibadah haji dan umroh, di Indonesia telah diatur dalam 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Haji, yang di dalamnya juga mengatur tentang ketentuan pidana bagi yang 

melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang tersebut.  

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan 

untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan 

ada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai 

kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan 

dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
12

 Begitu juga untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana 

yang dilakukan oleh PPIU yang harus diperhatikan karena selain menyangkut 

kerugian bagi jamaah juga menyangkut kepercayaan publik kepada 

pemerintah yang memiliki tugas pengawasan dalam penyelengaraan ibadah 

umrah. 

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian hukum terkait proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus 

penipuan penyelenggaraan ibdah umroh yang terjadi di wilayah Jawa Tengah 

tersebut di atas dengan judul “ Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penyelenggaraan Umroh Di Jawa Tengah” 

                                                 
11

 https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali, Diakses 4 Desember 2017, 

pukul 18.30 WIB. 
12

 Joko Setiyono, Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan 

Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 120. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan ibadah umroh di Jawa Tengah ?  

2. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak 

pidana penipuan penyelenggaraan umroh di Jawa Tengah?  

3. Apa saja faktor penghambat dan solusi Kepolisian dalam penyidikan 

tindak pidana penipuan penyelenggaraan umroh di Jawa Tengah ?  

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisis pelaksanaan ibadah umroh di Jawa Tengah. 

2. Untuk menganalisis penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku 

tindak pidana penipuan penyelenggaraan umroh di Jawa Tengah.  

3. Untuk menganalisis faktor penghambat dan solusi Kepolisian dalam 

penyidikan tindak pidana penipuan penyelenggaraan umroh di Jawa 

Tengah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

masukan yang baik dari sudut ilmu pengetahuan maupun dari sudut praktis, 

antara lain: 

1. Secara Teoretis 
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Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam 

penyidikan tindak pidana penipuan dan faktor penghambat kepolisian 

dalam penyidikan tindak pidana penipuan serta diharapkan dapat 

bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-

pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian 

ini.   

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penegak Hukum 

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan 

jawaban atas persoalan–persoalan dalam penegakan hukum pidana serta 

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di dalam bidang hukum serta sebagai masukan dalam 

praktek pengadilan dan penegakan hukum di Indonesia. 

b. Bagi Masyarakat   

Dapat memberikan wacana tentang pelaksanakan ibadah haji dan 

umroh, supaya dapat meminimalisasi terjadinya penipuan tentang 

ibadah haji dan umroh. 

c. Bagi Peneliti 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 

perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, 

sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan 

penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama 

lainnya.  
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E. Kerangka Konseptual 

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana  

Berbicara tentang penegakan hukum tindak pidana, maka tidak 

akan lepas dari sistem peradilan pidana. Hasil kajian dari Tim FH-UI 

(2001), dasar pijakan dari sistem peradilan pidana yang sudah kita miliki 

adalah tersebar dalam berbagai peraturan perundangan yang diemban oleh 

beberapa lembaga; yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, 

Pemasyarakatan, dan Provesi Advokasi.
13

 Dari hasil kajian dari TIM FH-

UI tersebut dapat kita ketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana 

tidak hanya diemban oleh lembaga Kepolisian saja, namun juga terdapat 

peran dari lembaga-lembaga yang lainnya. Dalam tesis penelitian yang 

akan dilakukan terkait dengan penegakan hukum tidak pidana akan lebih 

difokuskan kepada lembaga Kepolisian. 

Penegakan hukum itu sendiri adalah proses dilakukannya upaya 

untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
14

 sedangkan tindak 

pidana menurut Pompe, pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran 

norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja 

ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 

                                                 
13

Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2005, hlm 225-

226. 
14

 Dikutip dari www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 2 

November 2017, pukul 10.00 WIB. 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
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penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
15

 

2. Penipuan Penyelenggaraan Umroh 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan artinya 

adalah proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).
16

 

Sedangkan dalam KUHP pengertian dari penipuan dapat dilihat pada Pasal 

378 KUHP adalah Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama 

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan 

piutang.
17

 

Pengertian penyelenggaraan umroh dalam Peraturan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh adalah rangkaian kegiatan 

perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan 

perlindungan jemaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau 

penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Sedangakan Penyelenggara 

Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro 

                                                 
15

 http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html, diakses pada 

2 November 2017, pukul 10.00 WIB 
16

 https://kbbi.web.id/penipuan, diakses pada 10 Desember 2017, pukul 16.00 WIB  
17

 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Psl 378. 

http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
https://kbbi.web.id/penipuan
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perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk 

menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
18

 

 

F. Kerangka Teoritis 

1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di 

Indonesia dikenal dengan istilah cryminal justice system dalam pelaksanaan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Teori 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 

Soekanto:
19

  

a. Faktor hukum  

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebab kan 

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 

ditentukan secara normative. 

b. Faktor penegak hukum  

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak 

hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi 

kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu 

                                                 
18

 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Perjalanan Ibadah Umroh. 
19

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2006, hlm 9 
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kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian penegak hukum.  

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak 

dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah 

pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung 

pada hal-hal yang praktis konfensional, sehingga dalam banyak hal polisi 

mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya tentang kejahatan 

komputer, dalam tindak pidana kusus yang selama ini masih diberikan 

wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi 

dianggap belum mampu dan belum siap.   

d. Faktor masyarakat  

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau 

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan 

yang timbul adalah tarap kepatutan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang 

tinggi, sedang atau kurang.  

e. Faktor kebudayaan   

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan tentang kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan 

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan 

peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. 
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2. Teori Keadilan  

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif
20

. Pada 

sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan 

yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan 

individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” 

berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna tengah atau 

pertengahan.Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan 

wasth yang menurunkan kata wasith, yang berarti penengah atau orang yang 

berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.
21

 

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkam dengan inshaf 

yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup 

berdiri di tengah tanpa a priori memihak.Orang yang demikian adalah orang 

yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang 

menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan 

persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.
22

 

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk 

dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang 

lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang 

mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak 

                                                 
20

 Majjid Khadduri, The Islamic Conception of Justice, Baltimore and London : The Johns 

Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, Rekonstruksi Konsep 

Keadilan, Undip Semarang, 2009, hlm. 31 
21

 Ibid. 
22

 Nurcholis Madjid, Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah 

Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta, 

1992, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Undip 

Semarang, 2009, hlm. 31 
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dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, 

tergantung mau dibawa kemana. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan adalah socio legal research yaitu 

melalui pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, hukum 

dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam 

kehidupan nyata.
23

 Dalam tesis ini, yang akan diamati adalah terkait 

dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian di Jawa Tengah 

terhadap kasus tindak pidana penyelenggaraan umroh yang terjadi di 

wilayah Jawa Tengah.  

2. Tipe Penelitian 

Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  menyelesaikan  tesis 

ini adalah metode penelitian deskriptif yang menggambarkan apa yang 

diperoleh dari lapangan penelitian, yaitu dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka (data sekunder) dan bahan secara langsung dari informan 

terkait (data primer).
24

 Peneliti dalam tesis ini nantinya akan melakukan 

penelitian di Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang yang terdapat 

kasus penipuan penyelenggaraan umroh. Selain itu peneliti juga akan 

mengumpulkan sumber informasi dari Biro Jasa Penyelenggara Umroh 

                                                 
23

 http://artikelilmiahlengkap.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-jenis-penelitian.html, Diakses 

10 Desember 2017, pukul 21.00 WIB 
24

 Ediwarman, Monograf, Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 24 

http://artikelilmiahlengkap.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-jenis-penelitian.html
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yang ada di wilayah Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai tersangka untuk 

mendukung penelitian ini maupun dari Instansi terkait yang ada kaitannya 

dengan penyelenggaraan umroh di Jawa Tengah. 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam peneliti ini mengacu kepada data atau 

fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui 

penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang 

berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat 

serta berhubungan dengan obyek penelitian.
25

 Dalam hal ini Sumber 

data primer dapat diperoleh langsung dari Penyidik Polda Jawa Tengah, 

Penyidik Polrestabes Semarang, Biro Pernyelenggara Umroh, maupun 

Kementerian Agama Wilayah jawa Tengah yang ada kaitannya dengan 

objek penelitian. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Data  sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk 

mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini.
26

  Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : 

1) Bahan hukum  primer, yang terdiri dari ; 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

                                                 
25

 Ibid 
26

 Ibid 
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b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan 

Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.  

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggatraan Ibadah Haji. 

e) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh. 

2) Bahan hukum sekunder. 

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum 

khususnya dalam menangani kasus penipuan penyelenggaraan 

umroh di Jawa Tengah 

3) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : 

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, 

Ensiklopedia serta sarana ajar (hand out) tentang tata cara penulisan 

karya ilmiah.
27

 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dokumen dari 

kepustakaan yaitu dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, 

peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya 

                                                 
27

 http://digilib.uinsby.ac.id/11284/8/bab%203.pdf, Diakses 10 Desember 2017, pukul 21.30 WIB. 

http://digilib.uinsby.ac.id/11284/8/bab%203.pdf


17 

 

 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. 

Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.  

b. Studi Lapangan 

 Studi lapangan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara. 

 1) Observasi 

 Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di 

lapangan yang dilakukan dalam penelitian. Observasi dalam 

penelitian ini dilakukan di Polda Jawa Tengah, Polrestabes 

Semarang, Biro Penyelenggara Umroh di Jawa Tengah, dan 

Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah. 

    2) Wawancara 

a) Cara Bebas Terpimpin 

   Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara 

mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara 

terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah 

membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis 

besar. Kelebihan tehnik wawancara adalah: 

a. Pertanyaan seragam, sehingga dapat melakukan kompirasi. 

b. Pembuktian hipotesis akan lebih mudah. 

c. Memungkinkan analisis data secara kualitatif. 

d. Simpulan lebih dapat diandalkan. 

b) Sampel Purposive Sampling 
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Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Mengenai hal ini, 

bahwa purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil 

subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas korelasi, kompetensi, dan kapabilitas sesuai 

dengan tujuan tertentu.
28

 Begitu pula menurut Sugiyono, 

purposive sampling adalah “teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu”. Artinya setiap subjek yang diambil dari 

populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan 

pertimbangan tertentu.
29

 Sampel dalam penelitian ini terkait 

tindak pidana penipun calon jemaah umroh di Jawa Tengah. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, 

yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-

informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah 

yang akan dibahas.
30

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

                                                 
28

 Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta, 

2002, hlm. 183 
29

 Sugiyono. Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif  dan R&D. Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 85   
30

http://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf, Diakses 

pada 10 desember 2017, pukul 22.00 WIB 

http://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf
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Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian-

pengertian dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri dari 

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Tindak Pidana Penipuan, serta 

Penyelenggaraan Umroh Dan Peraturan Perundang Undangnya. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan hasil 

penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Ibadah Umroh di Jawa 

Tengah, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penipuan Penyelenggaraan Umroh di Jawa Tengah, dan Faktor Penghambat 

Dan Solusi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan 

Penyelenggaraan Umroh di Jawa Tengah. 

Bab IV Penutup yang yang berisi mengenai Simpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


